
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2020 Nomor 103); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan 
yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah. 

(3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 



Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan : Rp65.567.009.199.000,00 
Daerah 

: Rp61.619.040.160.565,00 b. Belanja Daerah 
c. Surplus 
d. Pembiayaan 

Rp3.947.969.038.435,00 

Daerah 
e, 	Penerimaan : Rp11.914.196.646.991,00 

Pembiayaan 
f. Pengeluaran : Rp 6.140.446.854.085,00 

Pembiayaan 
g. Pembiayaan Rp5.773.749.792.906,00 

Neto 
h. Sisa Lebih Rp9.721.718.831.341,00 

Pembiayaan 
Anggaran 
(SiLPA) 

Pasal 3 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diuraikan sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp357.904.158.205,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran 	 Rp 65.209.105.040.795,00 
pendapatan setelah 
perubahan 

2. Realisasi 	 Rp 65.567.009.199.000,00  

Selisih lebih 	 (Rp 	357.904.158.205,00) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp8.373.580.714.011,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja 	: Rp 69.992.620.874.576,00 
setelah perubahan 

2. Realisasi 	 : Rp 61.619.040.160.565,00  

Selisih kurang 	: Rp 	8.373.580.714.011,00 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp8.731.484.872.216,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran surplus/ 	: (Rp 4.783.515.833.781,00) 
defisit setelah 
perubahan 

2. Realisasi 	 : Rp 3.947.969.038.435,00 

Selisih lebih 	 : Rp 	8.731.484.872.216,00 



d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp2.766.934.213.461,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan 
pembiayaan setelah 
perubahan 

2. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp 14.681.130.860.452,00 

: Rp 11.914.196.646.991,00 

Rp 2.766.934.213.461,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp3.757.168.172.586,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pengeluaran 
pembiayaan setelah 
perubahan 

2. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp 9.897.615.026.671,00 

Rp 6.140.446.854.085 00 

Rp 3.757.168.172.586,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp990.233.959.125,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pembiayaan neto 	: Rp 4.783.515.833.781,00 
setelah perubahan 

2. Realisasi 	 : Rp 5.773.749.792.906 00 

Selisih lebih 	 (Rp 990.233.959.125,00) 

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 terdiri dari: 

1. Kas di Kas Daerah 	 Rp 6.732.025.818.122,00 

2. Kas di Bendahara 
Penerimaan 

3. Kas di Bendahara 
Pengeluaran 
(termasuk Piutang 
kelebihan pembayaran 
pihak ketiga) 

Rp 	514.661.244,00 

Rp 189.831.428.809,00 

4. Kas dan Setara Kas BLUD 	Rp 2.799.346.923.166,00 

5. SiLPA Tahun 2021 	 Rp 9.721.718.831.341,00 



Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 
sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih per 1 : Rp 5.165.696.290.359,00 
Januari 2021 

b. Penggunaan Saldo Anggaran : (Rp 5.165.696.290.359,00) 
Lebih sebagai Penerimaan 
Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Pendapatan : Rp 65.567.009.199.000,00 

d. Belanja : (Rp 61.619.040.160.565,00) 

e. Penerimaan Pembiayaan Rp 11.914.196.646.991,00 

f. Pengeluaran Pembiayaan : (Rp 6.140.446.854.085,00) 

g. Saldo Anggaran Lebih per 31 : 	Rp 9.721.718.831.341,00 
Desember 2021 

Pasal 5 

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, 
sebagai berikut: 

a.  
b.  
c.  

Pendapatan - LO 
Beban 
Surplus dari 
Kegiatan 
Operasional 

Rp 75.004.800.722.404,00 
(Rp 60.468.449.463.596,001 

Rp14.536.351.258.808,00 

d.  Surplus Non Rp 10.091.581.430,00 
Operasional 

e.  Defisit Non (Rp 0,00) 
Operasional 

f.  Surplus dari Rp 10.091.581.430,00 
Kegiatan Non 
Operasional 

g• Pendapatan Luar Rp 0,00 
Biasa 

h. Beban Luar (Rp 58.683.371.822,001 
Biasa 
Pos Luar Biasa (Rp 58.683.371.822,00) 

J. Penyesuaian: Rp 0,00 
Selisih Kurs 
Belum 
Terealisasi - LO 

k. Surplus - LO Rp14.487.759.468.416,00 



Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Ekuitas per 1 Januari 2021 

Koreksi Penambahan Ekuitas 

Koreksi Pengurangan Ekuitas 

Surplus - Laporan Operasional 

Ekuitas per 31 Desember 2021 

Rp 

Rp 

(Rp 

Rp 

Rp 

505.253.204.084.055,00 

9.357.586.466.139,00 

4.569.281.552.041,00) 

14.487.759.468.416,00 

524.529.268.466.569,00 

Pasal 7 

Neraca per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf e adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 
	

Rp 544.504.580.984.676,00 
b. Jumlah Kewajiban 	 Rp 19.975.312.518.107,00 
c. Jumlah Ekuitas 	 Rp 524.529.268.466.569,00 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 
adalah sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 	: 	Rp 	5.181.272.391.417,00 
2021 

b. Arus kas dari aktivitas operasi 	Rp 	9.620.960.638.165,00 
c. Arus kas dari aktivitas investasi : (Rp 11.340.961.482.055,00) 
d. Arus kas dari aktivitas 	 Rp 	6.276.182.355.221,00 

pendanaan 
e. Arus kas dari aktivitas 	 (Rp 	5.052.705.376,00) 

transitoris 
f. Saldo Akhir Kas per 31 	 Rp 	9.732.401.197.372,00; 

Desember 2021 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera pada pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri atas: 

a. Lampiran I 	: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; 

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi; 



Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD menurut kelompok dan jenis 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g• Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
dan sub kegiatan; 

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

: Laporan operasional; 

: Laporan perubahan ekuitas; 

: Neraca; 

: Laporan arus kas; 

: Catatan atas laporan keuangan; 

: Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 
dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah; 

1. 	Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai 
akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 

Lampiran )CX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 11 

Gubemur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundarigkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Oktober 2022 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2022 NOMOR 202 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YStAN YUHANAH 
N1P196508241994032003 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (2-174/2022) 
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